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Cooking the Book

elum lama berlalu

muncul di permukaan

Konflik pimpinan tiga

instanst yakni Menteri

Perdagangan, Menteri

Pertanian, dan Kepala
Bulog menyangkut pro kontra
Kebijakan impor beras,

Bermodalkan data masing
masing, Menteri Perdagangan
bersikukuh untuk melakukan
impor beras. Adapun pimpinan dua
instansi lain yany juga bermodal-
Kan data dan angka yang dimiliki
bersikukuh pula tidak perlu impor
beras.

Menyimak konflik tersebut,
mengingatkan Kita pada pernya-
taan Kepala Bulog Widjanarko
Puspoyo pada April 2006 yang
menyatakan secara terbuka ten-
tang keraguannya akan kesahihan
data Badan Pusat Statistik (BPS)
tentang produksi padi dan luas
lahan pertanian. Keraguan Kepala
Bulog tersebut disampaikan saat
timbul tarik ulur rencana impor
beras. Tidak berbeda dengan kon-
disi saat ini, pada 2006 pemerintah
(Departemen Pertanian) menyata-
kan bahwa produksi beras mening-
kat dan terdapat surplus dalam
bilangan jutaan ton dari tahun ke
tahun, Namun di sisi lain peme-
rintah mempertimbangkan untuk
impor beras.

Mencermati apa terjadi pada
dua belas tahun silam dan konflik
soal impor beras saat ini, timbul
pertanyaan: siapa sebenarnya yang
‘memainkan’ data produksi beras?
Apakah BPS atau sumber angka
dan data yang digunakan oleh BPS
yang tentu saja dalam hal ini ada-
lah Kementerian Pertanian. Pihak
BPS pernah memberikan penjelas-
an bahwa dalam hal data produksi
padi dan beras, BPS hanya mela-
kukan sampling produksi berdasar
data lahan vang disampaikan oleh
Kementerian Pertanian. Berdasar
data lahan tersebut , BPS melaku-
kan sampling produksi padi (ubi-
nan) di berbagai daerah tertentu
berlandaskan ilmu statistik. Hasil

ubinan ini kemudian dikalikan
dengan luas lahan yang disampai-
kan oleh Kementerian Pertanian,

Kalau muncul ketidak akuratan

atau keraguan atas data, perta-
nyaan yang muncul adalah siapa

yang Dermaln't Petugas BPS vang
mengambil ull petc atau data
[iasan lahan yang tidak akurat
dari Kementanf

MANIPULASI DATA

Kita tahu bahwa Kontlik
soal angka dan data
bukan hanya di
komaoditas
beras tetapt
juga berba
gal komo
ditas lain.
Seharusnya
menjadi per-
hatian semua
pihak, Khususnya
pemerintah untuk
bertindak cepat,
Alangkah sangat
memalukan bahwa
kasus pada 2006
dan mungkin
periode sebe-
lumnya masih
terjadi juga saat
ini.

Tidak dapat
dipungkiri
bahwa selama
angka atau data
statistik digu-
nakan sebagai indikator sukses
suatu pemerintahan maka sangat
mungkin terjadinya proses coo
king the book atau manipulasi
data . Istilah Cooking the Book
sebenarnya lebih banyak sebagai
sindiran dari suatu perbuatan
yang sengaja dilakukan untuk
‘menggoreng’ data, Namun apa
kah masih pantas di era yang
telah maju dan didukung dengan
berbagai kemajuan teknologi saat
ini, hal tersebut masih terjadi?
Kita berharap di era pemerin-
tahan Presiden Joko Widodo ada
langkah konkret untuk pembe-
nahan data dan pembenahan
aparat terkait lainnya. Revolusi
mental harus tercermin dalam hal
menata data dan angka di semua
sektor. Tanpa data yang akurat
dipastikan akan terjadi kekeliru-
an dalam menggariskan kebijak-

an. Apalagi yang terkait dengan

bidang ekonomi. j

Bagi yang senang membaca data
statistik, khususnya di bidang per-
tanian, akan banyak menemukan

TEGUH BOEDIYANA
Ketua Dewan Peternak Rakyat dapat menjadi pem-
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anglia yang perl dipertanyalan
Penulis permnale mencermatl data
impor daging sapl. Misalnya,
dalam dokumen resmit Blue Print
Swasembada Daglng Sapl 2014
yang diterbitlan oleh
Kementerian Pertantan
Digebutkan haliwa
fmpor daging dan jero
A pada 200720049
masiing masing
064,000 ton, 70.000
{on , dan /4,000
ton. Sementara fta
data darl BPS yang
didasarkan pada
data dart Diten
Bea Cukal adalah
79,500 ton, 91,000
ton, dan 110,200
ton, Selisih yang
gangat luar biasa,
Diyakini bahwa
data BPS lebih sahih
karena selain bera
sal darl Ditjen Bea
Cukal, fuga dirinel
secara felas dari asal
negara, volume dan
nilal impornya. Dari
kasus di atas maka
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benaran atas per
nyataan Widjanarko Puspoyo sela
ku Kabulog pada April 2006 lalu.

UU TENTANG BPS

Menyadari pentingnya data
dan angka yang akurat dan dapat
dipercaya berbagai pihak, terma
suk para pengusaha, sudah wak
tunya pemerintah sekarang ini
mengambil langkah yang sedikit
revolusioner, Pertanyaannya, sam-
pai kapan Presiden harus mene
lan data yang mungkin telah
diproses melalui ‘cooking the
book’? Atau perlu dipertimbang
kan mengubah atau menyempur
nakan UU No., 16/1997 tentang
Statistik. Mungkin upaya ini
dapat dianggap sebagai langkah
yang tepat. Selain untuk lebih
menjamin akurasi data dan
angka, juga menghemat APBN,

Bayangkan bahwa setiap kemen-
terian atau lembaga lain setiap
tahun menerbitkan statistik di sek-
tor masing-masing. Jelas ini mem
butuhkan anggaran yang tidak
keell dan akurasi yang masih perlu
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tipertanyalan ‘
Herdanarlaan U No 16/1997,

data yang seraca resml diterbithain
olel 1P adalah terufaima aensis
pendudule, sensus prertanian, d.m
sensus ekonoml, Selain slatistik
pelalud sensus, BPS juga dapat
melalulean keglatan pengumptilan
denpan cara survel dan fehagainya,

[eplatan sensan dmumoya il
feulean setbap 10 tahun meskipun

Aisebitlean dalam undang undang
selcurang kurangnya 10 tahun,

Sedanglan selaln data BPS, masih
ada lagh data sektoral dilakukan
olel masing-masing kementerian
atau lembaga, Berdasar ketentuan
undang undang terebut, sebenarnya
Jelirn bila kit selalu menyalahkan
BEs manakala ada kerdeuhan data di
Berbagal sektor,

BIS hanya bertanggung jawab
penuh atas akurasi data (g sensus
dintas dan data lafn sesuai ketentu
an undang undang.

Data sektoral, apakah di bidang
pertanian, fndustri, perdagangan
dan lainnya tetap menjadi tang:
pung fawab fnstitusi yang bersang:
Kutan.

Penyempurnaan UL (entang
Statistik diarahkan agar BPS men-
jadi satu-satunya lembaga yang
bertanggung jawab atas data dan
angka yang dibatuhkan pemerin-
tah dan masyarakat, Sentralisasi
data dan angka akan memiliki
manfaat yang lebih besar dan
penghematan APBN. Kita tentu
berharap bahwa di masa menda-
tang tidak ada lagi angka atau data
yang tidak akuat yang disampais
kan pemerintah,

Saat ini kebenaran data dan
kesahihan data akan menjadi fak-
tor yang akan mendukung keber-
hasilan pembangunan oleh peme-
rintah. Akurasi data akan mudah
untuk menangkal isu jumlah
tenaga kerja asing yang bekerja di
Indonesia, impor terigu yang mem-
bengkak untuk pakan ayam, impor
bawang putih, bawang merah dan
lain sebaginya.

Data statistik sebagai indika-
tor sukses sebuah pemerintahan
tidaklah salah, asal data dan angka
yang ada memiliki akurasi yang
tinggi dan diproses dengan profe-
sional dan peaul tanggung jawab
demi bangsa dan negara, :




